
BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN 
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  65 huruf d  Undang –
Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah, bahwa Kepala  Daerah  mempunyai  tugas
menyusun dan  mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  APBD  kepada
DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama;

b. bahwa  pengajuan  Rancangan  Peraturan  Daerah  kepada
DPRD  dengan  dilampiri laporan  keuangan  daerah  yang
telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  paling
Lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
untuk  dibahas  secara  bersama-sama  dan  ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang  Nomor  47  Tahun  1999  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor  175,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan
Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas  Undang–Undang  Nomor  47  Tahun  1999  tentang
Pembentukan  Kabupaten  Nunukan,  Kabupaten  Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3962);
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3. Undang–Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang
Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang–Undang  Nomor  2  Tahun
2022  tentang  Cipta  Kerja Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun
2021  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Nunukan  Tahun  Anggaran  2022  (Lembaran
Daerah  Kabupaten  Nunukan  Tahun  2021  Nomor  14)
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten  Nunukan  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Kabupaten  Nunukan  Tahun  Anggaran  2022  (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN  ANGGARAN  PENDAPATAN  DAN  BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, berupa laporan keuangan yang memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas;
d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. Laporan Operasional;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan  kinerja  dan  ikhtisar  laporan  keuangan  Badan  Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 2

Laporan  realisasi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  ayat  (1)
huruf a, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp.  1.302.632.345.033,84
b. Belanja dan Transfer Rp.  1.277.824.422.962,22

Surplus Rp.    24.807.922.071,62
c. Pembiayaan

1. Penerimaan Rp.       96.779.625.874,24
2. Pengeluaran Rp.                             0,00

Pembiayaan Netto Rp.    96.779.625.874,24

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp.   121.587.547.945,86

Pasal 3

Uraian  laporan  realisasi  anggaran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  2
adalah sebagai berikut:

a. selisih  anggaran  dengan  realisasi  pendapatan  sejumlah
Rp.27.308.036.692,84, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.275.324.308.341,00
2. Realisasi  Rp. 1.302.632.345.033,84

Selisih Lebih  Rp.      27.308.036.692,84

b. selisih  anggaran  dengan  realisasi  belanja  dan  transfer  sejumlah
Rp.94.285.731.362,78, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan  Rp. 1.372.110.154.325,00
2. Realisasi  Rp. 1.277.824.422.962,22

 
   Selisih Kurang  Rp.      94.285.731.362,78

c. selisih anggaran dengan realisasi, Defisit sejumlah Rp.121.593.768.055,62,
dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit setelah perubahan  Rp.    (96.785.845.984,00)
2. Realisasi  Rp.     24.807.922.071,62

Selisih Lebih  Rp.    121.593.768.055,62

d. selisih  anggaran  dengan  realisasi  penerimaan  pembiayaan  sejumlah
Rp.6.220.109,76, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah Perubahan  Rp.     96.785.845.984,00
2. Realisasi  Rp.     96.779.625.874,24

Selisih  Rp.              6.220.109,76
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e. selisih  anggaran  dengan  realisasi  pengeluaran  pembiayaan  sejumlah
Rp.0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah Perubahan  Rp.      0,00
2. Realisasi  Rp.       0,00

Selisih  Rp.       0,00

f. selisih  Anggaran  dengan  Realisasi  Pembiayaan  netto  sejumlah
Rp.6.220.109,76, dengan rincian sebagai berikut:

1. Setelah perubahan  Rp.     96.785.845.984,00
2. Realisasi  Rp.     96.779.625.945,86

Selisih  Rp.          6.220.109,76

Pasal  4

Neraca  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  (1)  huruf  b, per  31
Desember Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 4.524.954.312.609,48
b. Jumlah Kewajiban Rp.    137.330.513.426,68
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 4.387.623.799.182,80

Pasal  5

Laporan  arus kas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1  ayat  (1)  huruf  c,
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022 adalah
sebagai berikut:

a. saldo Kas per 1 Januari Tahun 2022 Rp.     96.665.521.783,54   
b. arus kas dari aktivitas operasi Rp.   187.321.107.521,84
c. arus kas dari aktivitas investasi Rp. (162.495.170.450,22)

asetnon keuangan 
d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp                0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp.             (2.595.455,00)
f. saldo kas lainnya Rp. 98.684.545,70
g. saldo kas akhir per 31 Desember Rp.   121.587.547.945,86

tahun 2022

Pasal  6

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1  ayat (1)  huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.   96.785.845.983,63
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp.  96.785.845.983,63

Pembiayaan Tahun Berjalan
c. Sub Total Rp.                  0,00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp.     121.593.768.055,25
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp.         (6.220.109,39)

Sebelumnya
f. Saldo Anggaran Lebih Rp.     121.587.547.945,86
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Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat (1)  huruf e,
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai
berikut:

1. Pendapatan – LO Rp. 1.270.280.331.121,46
a. Pendapatan Asli Daerah – LO Rp.      98.417.667.332,27
b. Pendapatan Transfer – LO Rp. 1.156.555.073.933,43
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp.       15.307.589.855,76

Yang Sah – LO
d. Surplus Non Operasional – LO Rp.                             0,00
e. Pendapatan Luar Biasa – LO Rp. 0,00

2. Beban – LO Rp. 1.279.317.909.800,41
a. Beban Operasi Rp. 1.193.509.920.086,41
b. Beban Transfer Rp.      85.807.989.714,00
c. Surplus/Defisit Non Operasional Rp.      (30.062.125.086,13)
d. Beban Luar Biasa Rp.   7.569.340.189,90

3. Defisit Rp.      (46.669.043.954,98)

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  ayat (1)
huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah
sebagai berikut :

1. Ekuitas Awal Rp. 4.466.005.079.946,33
2. Defisit – LO Rp.     (46.669.043.954,98)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar :

a. Koreksi Nilai Persediaan Rp.       0,00
b. Koreksi Nilai Piutang Rp.          0,00
c. Koreksi Nilai Aset Tetap Rp.             0,00
d. Koreksi Nilai Aset Lainnya Rp.      0,00
e. Koreksi Nilai Kewajiban Rp.       0,00
f. Koreksi Ekuitas Lainnya Rp.      31.712.236.808,55

4. Ekuitas Akhir Rp. 4.387.623.799.182,80

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-
pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
Tahun  Anggaran  2022, sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  ayat  (1)
tercantum dalam  lampiran yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari
Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;

Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi  anggaran menurut  urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;
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Lampiran I.2 : Rincian  laporan  realisasi  anggaran  menurut  urusan
pemerintahan  daerah,  organisasi,  pendapatan,  belanja
dan pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
urusan pemerintahan daerah,  organisasi,  program dan
kegiatan,  sub  kegiatan,  kelompok,  jenis  pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi  belanja  menurut  urusan  pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan beserta keluaran;

Lampiran I.5 : Rekapitulasi  belanja  daerah  untuk  keselarasan  dan
keterpaduan  urusan  pemerintahan  daerah  dan  fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

Lampiran I.6 : Rekapitulasi  belanja  untuk  pemenuhan  standar
pelayanan minimum;

b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran III : Laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. Lampiran V : Neraca;

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

j. Lampiran X : Daftar  rekapitulasi  dana bergulir  dan penyisihan  dana
bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

l. Lampiran XII : Daftar  rekapitulasi  realisasi  penambahan  dan
pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar  Sub  kegiatan  yang  belum  diselesaikan  sampai
akhir  tahun  anggaran  2022  dan  dianggarkan  kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : Ikhtisar  laporan  keuangan  Badan  Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Lampiran XX.1 : Ikhtisar  Laporan  Keuangan  Badan  Usaha  Milik
Daerah/Perusahaan Daerah; dan 

Lampiran XX.2 : Ikhitisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 11

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Penjabaran  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2022,  sebagai  rincian  lebih  lanjut  dari  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2022 diatur
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah  ini  dengan  penempatannya  dalam  Lembaran  Daerah  Kabupaten
Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 14 Agustus 202314
Agustu3
BUPATI NUNUKAN,

            ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 14 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

              ttd

 SERFIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA : 93/1/2023A: 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum,

HASRUNI, S.H.,     M.AP  
NIP. 19710608 200212 1 007
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